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PENETAPAN 

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pspk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili 

perkara-perkara  tertentu  pada  tingkat pertama  dalam  persidangan Majelis, 

menjatuhkan  Penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  permohonan  Itsbat 

Nikah yang diajukan oleh: 

Yudistira  Jihad  bin  Alimuddin  Harahap,  tempat  dan  tanggal  lahir  Padang 

Hasior Dolok/28 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan 

wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas, 

tempat  kediaman  di  Jalan Umar  Bin  Khattab  No.  B5, 

Perumahan Sidimpuan Indah Lestari, Desa Palopat 

Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota 

Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I; 

Layra  Atikah  Rizky  Hasibuan  binti  Nasrul  Halim  Hasibuan,  tempat  dan 

tanggal lahir Padangsidimpuan, 23 Desember 2001, 

agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,  Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Umar Bin 

Khattab  No.  B5, Perumahan  Sidimpuan  Indah  Lestari, 

Desa  Palopat  Pijorkoling,  Kecamatan  Padangsidimpuan 

Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II; 

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada 

Tohiruddin Siregar, S.H.I dan Wiratto Praya 

Simanungkalit,  S.H.I.,  Advokat/Penasehat  Hukum  yang 

beralamat  di  Jalan  Lingkar  Luar,  Komplek  perkantoran 

Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, 

Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa 

khusus  tanggal  14  Januari  2021  yang  telah  terdaftar  di 

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 

5/SK/I/2021 tanggal 28 Januari 2021; 

Pengadilan Agama tersebut;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Telah mempelajari berkas perkara;   

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  I  dan    Pemohon  II  serta  memeriksa 

bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

Permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan 

Pengadilan  Agama  Kota  Padang  Sidempuan  secara  e  court  dengan  register 

Nomor:  11/Pdt.P/2021/PA.Pspk  tanggal  26  Januari  2021,  dengan  dalil-dalil 

sebagai berikut:   

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, Pemohon I telah 

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang 

perempuan  bernama  Layra  Atikah  Rizky  Hasibuan  binti  Nasrul  Halim 

Hasibuan  di  laksanakan  di  rumah  orangtua  Pemohon  II  di  Perumahan 

Sidimpuan Indah Lestari, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan; 

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung 

Pemohon II yang bernama Nasrul Halim Hasibuan, dengan mahar berupa 

seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi 

yang  bernama  1.  Maharuddin  Siregar    2.  Baginda  Soriborma  Harahap 

dengan undangan lainnya; 

3. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Pemohon  I  berstatus  Jejaka  sedangkan 

Pemohon II berstatus Perawan; 

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu 

orang anak yang bernama: Aqmar Nadhif Harahap (Lk), lahir pada tanggal 2 

Juli 2020; 

5. Bahwa  Pernikahan  yang  dilaksanakan  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

tidak  ada  larangan  dalam  Hukum  Islam  baik  ditinjau  dari  segi  hubungan 

Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh); 

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari 

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Kecamatan  Padangsidimpuan  Tenggara, 

Kota Padangsidimpuan;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak penah melakukan perceraian; 

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan 

Pengesahan  Nikah  dari  Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan,  guna 

dijadikan  sebagai alas  hukum untuk  Pengurusan Kartu  Keluarga  (KK) dan 

Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta sebagai persyaratan 

mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II; 

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk dapat memberikan 

penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim agar 

memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut : 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan  Sah  Perkawinan  antara  Pemohon I  (Yudistira Jihad bin 

Alimuddin Harahap) dengan Pemohon II (Layra Atikah Rizky Hasibuan 

binti Nasrul Halim Hasibuan), yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 

9 Juni 2019, dirumah orangtua Pemohon II di Perumahan Sidimpuan Indah 

Lestari, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 

Kota Padangsidimpuan; 

3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR 

 Demikian  permohonan  Pengesahan  Nikah  ini  disampaikan,  kiranya  bapak 

dapat mempertimbangkannya.   

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya 

(ex aequoet bono). 

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis  yang  menyidangkan  perkara  ini, 

Jurusita  Pengadilan  Agama  Kota  Padang  Sidempuan  telah  mengumumkan 

permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota 

Padang  Sidempuan, namun  selama masa  tenggang  waktu  tersebut  tidak  ada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I 

dengan Pemohon II tersebut; 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon  I 

dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  Kuasa  Khusus  Pemohon  I  dan 

Pemohon  II  kepada  Kuasa,  Kartu  Identitas  Kuasa  Hukum  dan  berita  acara 

Penyumpahan Kuasa    Pemohon I dan Pemohon II; 

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II; 

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  I  dan 

Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan yaitu: 

1. Nasrul Halim Hasibuan bin H. Srin Hasibuan, umur 48 tahun, Agama Islam, 

pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Umar Bin Khattab, 

Desa  Palopat  Pijorkoling,  Kecamatan  Padangsidimpuan  Tenggara,  Kota 

Padangsidimpuan,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Yudistira dan juga 

kenal dengan Pemohon II yang bernama Layra Atikah Rizky karena saksi 

ayah kandung Pemohon II; 

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri; 

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah; 

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  menikah  tahun  2019  di  Desa         

Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota 

Padangsidimpuan; 

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

berstatus perawan; 

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saksi sendiri selaku 

ayah kandung Pemohon II; 

- Bahwa  yang  menjadi  saksi  pada  saat  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

melangsungkan akad nikah adalah saksi Maharuddin Siregar dan 

Baginda Soriborma Harahap; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa  mahar atau mas  kawin  pernikahan Pemohon I dan  Pemohon  II 

adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai; 

- Bahwa  sejak  menikah  sampai  saat  ini  tidak  ada  yang  keberatan  atas 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  sedarah, 

semenda,  sesusuan  maupun  hubungan  lain  yang  diharamkan  untuk 

menikah; 

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 

satu orang; 

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II 

tidak pernah bercerai; 

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 

adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan 

dokumen kependudukan; 

2. Elpi  Syahriani  Harahap  binti  Jamiluddin  Harahap,  umur  42  tahun,  Agama 

Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 

Jalan Umar Bin Khattab No. B5, Perumahan Sidimpuan Indah Lestari, Desa 

Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota 

Padangsidimpuandi  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Yudistira dan juga 

kenal dengan Pemohon II yang bernama Layra Atikah Rizky karena saksi 

ibu kandung Pemohon II; 

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri; 

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah; 

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  menikah  tahun  2019  di  Desa         

Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota 

Padangsidimpuan; 

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

berstatus perawan; 

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah  suami saksi sendiri 

selaku ayah kandung Pemohon II; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa  yang  menjadi  saksi  pada  saat  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

melangsungkan akad nikah adalah saksi Maharuddin Siregar dan 

Baginda Soriborma Harahap; 

- Bahwa  mahar atau mas  kawin  pernikahan Pemohon I dan  Pemohon  II 

adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai; 

- Bahwa  sejak  menikah  sampai  saat  ini  tidak  ada  yang  keberatan  atas 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  sedarah, 

semenda,  sesusuan  maupun  hubungan  lain  yang  diharamkan  untuk 

menikah; 

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 

satu orang; 

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II 

tidak pernah bercerai; 

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 

adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan 

dokumen kependudukan; 

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti 

yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya 

dan mohon dikabulkan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang 

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan 

Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas; 

Menimban, bahwa Pengesahan Perkawinan adalah kompetensi dan 

wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai 

dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 

dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan 

Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan  memutus  serta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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menyelesaikan  perkara  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama 

lslam dibidang a. perkawinan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai 

dimuat  dalam  penjelasan  Pasal  49  ayat    huruf  (a)  undang  undang  Nomor  3 

Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 

tentang Peradilan Agama pada angka (22) adalah pernyataan tentang sahnya 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka perkara a quo 

secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan 

Pemohon  II  nomor  11/Pdt.P/2021/PA.Pspk  terbukti  bahwa  Pemohon  I  dan 

Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang 

Sidempuan,  maka  Pengadilan  Agama  Kota  Padang  Sidempuan  secara  relatif 

berwenang memeriksa perkara a quo; 

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara a quo, 

Pengadilan  Agama Kota  Padang  Sidempuan telah  mengumumkan  melalui 

papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama  Kota Padang Sidempuan 

yang  telah  ditunjuk  berkenaan  dengan  akan  dibukanya  persidangan  perkara 

Pengesahan  Nikah  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  ternyata  sampai  saat 

persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang 

permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan 

Pemohon II tetap pada permohonannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui 

adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung 

hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I 

dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I 

dan Pemohon II    telah menghadirkan 2 orang saksi yang akan Majelis Hakim 

pertimbangkan selanjutnya; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa 
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dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana  diatur 

dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena 

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa 

dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur 

dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena 

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon  I  dan 

Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon ditemukan fakta 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 9 Juni 2019; 

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon 

II bernama Nasrul Halim Hasibuan, dengan maskawin berupa seperangkat 

alat sholat dibayar tunai, dan 2 orang saksi bernama Maharuddin Siregar dan 

Baginda Soriborma Harahap; 

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang perkawinan; 

4. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang; 

5. Bahwa  selama  menikah  tidak  ada  pihak  yang  keberatan  atas  pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  9  dari  11  Pen No 11/Pdt.P/2021/PA.Pspk 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi 

dalam  pernikahan  telah  terpenuhi  sebagaimana  hadits  Rasulullah  saw.  yang 

diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal: 

نْ ْْ ْْْ عَ ناَ رَْ مْ  صَْيْن  ْْ بن ِْْْ عِ ْْْ حُ نِْ ْ ْْ عَ بِْيِْ ْْْ صْْ نلََ ْْْ لَْْْ :قَْلَ حْاَ كَْ لََْْْْ نِ يْ  ْْ اِ لِْ ْ بِْوَ ْْ ىْْْ وَ َِْدَ دْ ل ْْ شها  عَ

Artinya :  Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali 

dengan wali dan dua orang saksi yang adil; 

Pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II juga  telah  dilangsungkan  dengan 

adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II 

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 4:   

      .....ْ  اوتأوءْاسنلنْْهتقدصْةلحنْ

Artinya :   berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan; 

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak 

manapun  yang  merasa  keberatan  dengan  pernikahan  Pemohon  I dengan 

Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis 

sebagai pendapat sendiri, berbunyi: 

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”; 

Menimbang,  bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah 

memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  sesuai  dengan  Pasal  14  Kompilasi 

Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam  tentang  mahar,  dan  tidak  terdapat  larangan  perkawinan  sebagaimana 

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 

satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan 

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka 

Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I 

dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan 

ketentuan  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di 

Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan 

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  [e]  Kompilasi  Hukum  Islam 
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sehingga  perkawinan  tersebut  dapat  dinyatakan  sah  dengan  segala  akibat 

hukumnya; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan  Pasal  89 ayat (1) Undang-undang 

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama    sebagaimana  telah  diubah 

dengan  Undang-undang  Nomor 3  Tahun  2006 dan  Undang  Nomor 50  Tahun 

2009,  maka  biaya  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Pemohon  I  dan 

Pemohon II; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  Perundang-undangan  dan 

hukum Islam    yang berkaitan dengan perkara ini;   

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yudistira Jihad bin 

Alimuddin  Harahap)  dengan  Pemohon  II  (Layra  Atikah  Rizky  binti  Nasrul 

Halim Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2019 di Perumahan 

Sidimpuan Indah Lestari, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan; 

3. Memerintahkan Pemohon I (Yudistira Jihad bin Alimuddin Harahap) dengan 

Pemohon II (Layra Atikah Rizky binti Nasrul Halim Hasibuan) untuk 

mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan; 

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya 

perkara sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada 

hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 

1442 Hijriyah Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua 

Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag. serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I. masing-masing 

sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  mana  diucapkan  dalam  sidang  terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

Hakim  Anggota  dan  dibantu  Yulita  Fifprawati,  S.H.  sebagai  Panitera  serta 

dihadiri Pemohon I dan Pemohon II; 

Hakim Anggota, 

 

Ketua Majelis, 
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Muzhirul Haq, S.Ag 

 

 

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. 

Hakim Anggota,   

 

 

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. 

 

 

 

 

 Panitera, 

 

 

 

Yulita Fifprawati, S.H 

 
Perincian Biaya : 

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

Biaya Proses : Rp. 50.000,00 

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp. 20.000,00 

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 

Biaya Meterai : Rp. 12.000,00 

Jumlah : Rp. 122.000,00 

 

   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11


